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Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor 
Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mejaga 
kesucian (mitsaqan ghalidzan) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. 
Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I  Pasal 2 ayat 2 pun menerangkan 
tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. KHI menyebutkan 
pentingnya pencatatan adalah untuk ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 
ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 
Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun dianggap tidak 
mempunyai kekuatan hukum karena berkaitan dengan maslahah mursalah. 
Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (library 
research) dimana digunakan untuk meneliti mengenai Hukum Perkawinan Sirri 
dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1). 
Setelah data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkumpul, 
kemudian dilakukan analisis, dengan menggunakan metode content analysis 
secara kualitatif. 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI memang mengharuskan 
secara tegas bahwa nikah harus dicatat, alasannya untuk ketertiban dan demi 
kekuatan hukum. Hukum perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini 
merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2. Kompilasi 
Hukum Islam menganggap perkawinan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum 
karena tidak menuruti prosedur Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1. Menurut hukum 
positif implikasinya terhadap anak dan istri ialah anak tidak ada hubungan nasab, 
tidak berhak atas nafkah serta warisan dari ayahnya. Istri yang dinikahi secara sirri 
tidak dianggap sebagai istri yang sah dan istri tidak berhak atas harta gono-gini 
jika terjadi perceraian. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010, hak anak menjadi diakui seperti memperoleh hak waris, hak 
perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis dengan pembuktian seperti tes 
DNA. Putusan MK berakibat hukum dalam masalah perdata antara anak dengan 
ayah biologisnya, sehingga mafsadahnya bagi anak dalam perkawinan sirri dapat 
diminimalisir ata bahkan dihilangkan.  




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri 





Nama Huruf latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba‟ b be ة
 ta‟ t te ت
 (Ša s es (dengan titik diatas ث
 Jim j je ج
 (ḩ ḩ ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ kh ka dan ha خ
 Dal d de د
 (Źal z ze (dengan titik diatas ذ
 ra‟ r er ر
 Zai z zet ز
 Sin s ss ش
 Syin sy es dan ye ش
 (Şad s es (dengan titik di bawah ص
 (Ďad ḑ de (dengan titik di bawah ض
 
 ط
ţa‟ t te (dengan titik di bawah) 
 ظ
ża‟ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
 ع
„ain „ koma terbalik di atas 
 غ
Gain g ge 
 ف
fa‟ f ef 
 ق




 Kaf k ka ك
 Lam l „el ل
 Mim m „em و
ٌ Nun n „en 
 Waw w w و
ِ ha‟ h ha 
 Hamzah „ apostrof ء
ً ya‟ y ye 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ditulis muta‟addidah يتعّددة
 ditulis „iddah عّدة
 
Ta’ Marbūţah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 
 ditulis hikmah حكًة
 ditulis Jizyah جسية
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika 
dikehendaki lafal aslinya) 
a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
b. ditulis dengan h. 
 ditulis karāmah al-auliyā  كراية األونيبء
c. Bila ta‟ marbūţah hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau 
d‟ammah ditulis dengan t. 
 ditulis zakāt al-fiţr زكبة انفطر
 
Vokal Pendek 
 Fatĥah ditulis  a َـ
 Kasrah ditulis  I ِـ







1. Fatĥah + alif ditulis Ā 
 ditulis jāhiliyah جبههية 
2. Fatĥah + ya‟ mati ditulis Ā 
 ditulis tansā تُسي 
3. Kasrah + ya‟ mati ditulis Ī 
 ditulis karīm كريى 
4. D‟ammah + wawu mati ditulis Ū 
 ditulis furūď فروض 
Vokal Rangkap 
1. Fatĥah + ya‟ mati ditulis ai 
 ditulis  bainakum بيُكى 
2. Fatĥah + wawu mati ditulis au 
 ditulis qaul قول 
 
Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 ditulis a‟antum أأَتى
 ditulis u‟iddat أعدت
 ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرتى
 
Kata Sandang Alif + Lam  
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 ditulis al-Qur‟ān انقرآٌ
 ditulis al-Qiyās انقيبش
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
 ‟ditulis as-Samā انسًبء
 ditulis asy-Syams انشًص
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
 ditulis zawī al-furud ذوى انفروض
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan bahwa perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Dalam pada itu, faidah dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan 
memelihara perempuan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah 
maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung suaminya. Pernikahan 
juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau 
tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan 
mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.  
Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak 
ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan 
dengan sifat itu akan timbul perselisihan,  bencana, dan permusuhan antara 




Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang 
masih belum mengerti apa tujuan dari perkawinan, sehingga banyak orang 
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 Soedharyo Soimin, Hukum  Orang dan  Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4. 
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yang begitu enaknya cerai talak karena permasalahan akibat kurang 
komunikasi dalam pernikahan. Padahal sudah tertulis jelas dalam UU 
Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah  membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 
melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya 
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
3
  
Begitu banyaknya kasus yang timbul akibat pernikahan, seperti 
perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggung jawaban atas biaya 
hidup dan lain-lain. Misalnya dalam nikah sirri yang sekarang ini di Indonesia 
dipandang sebagai pernikahan yang tidak dicatat oleh Negara atau nikah diam-
diam tidak seperti nikah resmi yang ada pada rukun Islam karena harus di 
hadiri atau dilakukan secara terang-terangan. 
Nikah sirri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan 
hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak 
diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada 
kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 
beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-
Islam.
4
 Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I  Pasal 2 ayat 2 pun 
menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), 
hlm. 46. 
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Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Thn 1974 menitik beratkan kepada adanya 
pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur di dalam PP. No. 9 Tahun 
1975, Bab II, yakni :
5
 
Pasal 2 : 
1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut  agama Islam dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai 
peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkwinan dilakukan 
sebagaimana ditentukaan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah ini. 
 
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Untuk itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus 
untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
6
 Seperti halnya telah tertulis pada 
Kompilasi Hukum Islam, di pasal 5 dan 6 sebagai berikut : 
Pasal 5 : 
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat. 
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2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 
1954. 
 
Pasal 6 :  
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. 
 
Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperlukan untuk 
menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang 
di susun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai 




Dalam kasus nikah sirri, apabila dalam pernikahan sirri itu 
menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan 
istrinya. Pertama, dilihat dari norma hukum anak hasil nikah sirri itu bisa di 
bilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di 
Negara. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak 
tercantum, hanya tercantum nama ibunya. Kedua, jika dilihat dari segi Agama 
pernikahan sirri itu pernikahan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di 
manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan 
pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah sirri ini sering kali lepas tangan 
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dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahanya tidak sah di 
mata hukum.  
Sebagai buktinya karena di dalam akte tidak tercantum nama sang 
ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup 
untuk sang anak dan istri yang di wajibkan sang ayah.
8
 Selain itu, karena 
nikah sirri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di KUA maka dapat 
menimbulkan kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu 
atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.  
Ada suatu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa : 
         درء المفاسد مقدم على جلب المصالح





Maksudnya, hukum suatu tindakan tidak semata-mata didasarkan pada 
usaha mencari-cari maslahat (kepentingan), tetapi yang jauh lebih penting 
adalah bagaimana usaha kita agar dapat terhindar dari dampak negatif 
(mudharat) perbuatan tersebut. Berdasarkan kaidah di atas, kita dapat 
mengatakan bahwa nikah sirri yang pada kenyataannya banyak menimbulkan 
mudharat sebaiknya dihindari. Pernikahan itu lebih baik dilakukan 
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sebagaimana umumnya yang tentunya jauh lebih mengandung maslahat dan 
dapat terhindar dari mudharatnya.
10
 
Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan 
antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 
perempuan), tetapi yang jauh lebih penting adalah mecatatkan akad 
pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya 
alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian 
hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses 
secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat 
bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.
11
 
Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang 
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai hukum positif di Indonesia. 
Yang menjadi fokus penelitian ini adalah nikah sirri yang sah secara agama, 
namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin 
meniliti perihal dampak dari pernikahan sirri. Dalam hal ini dikaji Undang-
Undang  Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Maka dari itu, penulis ingin 
melakukan penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul “Hukum 
Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Study Pasal 2 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia Pasal 5 ayat 1)”.  
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran 
terhadap penelitian yang berjudul  Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya 
Terhadap Anak dan Istri (Study Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1), maka perlu terlebih 
dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu :  
1. Perkawinan Sirri 
Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. 
2. Implikasi  
Implikasi adalah suatu dampak atau akibat dalam sebuah objek 
penelitian atau dapat diartikan juga sebagai kesimpulan temuan dari suatu 
penelitian 
3. Anak dan Istri 
 Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum 
dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Istri adalah salah seorang 




C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ? 
2. Bagaimana Implikasi perkawinan sirri Terhadap Istri dan Anak ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bagaimana hukum nikah sirri dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 
b. Untuk memahami bagaimana implikasinya terhadap istri dan anak. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memberikan keilmuan tentang hukum nikah sirri dan 
dampaknya  terhadap anak dan istri, serta sekaligus sebagai acuan bagi 
peneliti berikutnya yang akan membahas tentang nikah sirri. 
b. Sebagai konstribusi wacana dikalangan akademisi, agar ikut 
melindungi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kasus hukum.  
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-
konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi 
penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang 
kokoh dan bukan sekedar coba-coba.
13
 Disini juga menyajikan cara-cara untuk 
bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya 
dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.
14
 
Penelitian tentang perkawinan sirri memang sudah pernah di bahas, 
namun tidak ada kaitannya pada akibat nikah sirri itu terhadap anak dan istri, 
melainkan terhadap status anak dalam nikah sirri. Sebagaimana dituangkan 
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dalam skripsi berjudul “Status Anak Hasil Perkawinan sirri Menurut Hukum 
Positif dan Hukum Islam”  yang ditulis oleh Wiwit Puput Lestari, Mahasiswi 
Fakultas Syari‟ah IAIN Purwokerto pada tahun 2012.
15
 
Kemudian untuk masalah perkawinan sirri juga sudah sering dibahas. 
Sebagaimana dalam skripsi yang berjudul “Nikah Sirri Menurut Pandangan 
Bahtsul Masa‟il (NU) dan Majlis Tarjih (Muhammadiyah)” yang ditulis oleh 
Gesang Tri Waluyan, Mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN Purwokerto pada 
tahun 2015.
16
 Skripsi ini membahas tentang nikah sirri yang merujuk pada 
buku Bahtsul Masa‟il (NU) dan Majlis Tarjih (Muhammadiyah).  
Kemudian dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh-Tokoh Agama 
Terhadap Nikah Sirri: Studi Kasus di Desa Pageraji Cilongok Kabupaten 
Banyumas”  yang ditulis oleh Sinta Desiana, Mahasiswi Fakultas Syari‟ah 
IAIN Purwokerto pada tahun 2016.
17
 Skripsi ini membahas tentang bagaimana 
hukum nikah sirri dalam persepektif tokoh Agama di desa Pageraji Cilongok. 
Dari semua judul skripsi di atas mempunyai kosentrasi yang berbeda dalam 
setiap pembahasaannya, dan belum ada yang menyinggung soal hukum 
perkawinan sirri dan implikasinya bagi anak dan istri (Study Pasal 2 ayat 2 
UU No. 1 tahun 1974 dan Kopilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1). 
Dalam bukunya Happy Susanto yang berjudul Nikah Siri Apa 
Untungnya? Dijelaskan bahwa nikah sirri menimbulkan sejumlah pengaruh 
negatif. Dampak yang sangan memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah 
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segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika 
nikah sirri tidak mendapat pengakuan hukum. Belum lagi, sang istri juga akan 
merasakan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Di samping istri, masa 
depan anak juga patut dikhawatirkan.
18
 
Kemudian dalam bukunya Wasman dan Wardah Nuroniyah yang 
berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan 
Hukum Positif  dijelaskan perihal dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) 
dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Di dalam KHI keharusan tentang pencatatan 
perkawinan dijelaskan dalam pasal 5, dan akibat dari penyimpangan dari pasal 
tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu “perkawinan yang dilakukan 
di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan 




F. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (library 
research) yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari kepustakaan. Untuk 
menghimpun dan menganalisis data, literatur yang digunakan bersumber 
dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah, 
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jurnal, dokumen-dokumen, dan yang dapat dijadikan sumber rujukan 
untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
20
 
2. Metode Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik 
dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 
suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat 
buku-buku, dokumen-dokumen, majalah-majalah, serta catatan-catatan 
resmi dengan peraturan yang sudah ada.
21
 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan 
oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.
22
 
Dengan demikian, data primer yang digunakan berkaitan dengan 
sumber-sumber yang berupa dengan hukum perkawinan sirri terhadap 
implikasi anak dan istri. Di antara data primer yang digunakan penulis 
adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan 
serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang tidak 
secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan 
                                                             
20
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.  
21
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.  
22







 Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 
adalah buku-buku yang menunjang penyelesaian penelitiana ini, antara 
lain buku Nikah Siri Apa Untungnya? karangan Happy Susanto, buku 
Jangan Sirri-Kan Nikahmu, karangan Taufiqurrahman Al-Azizy.  
4. Metode Analisis data 
Setelah data-data terkumpul, kemudian dilakukan analisis  dengan 
metode content analysis secara kualitatif. Yaitu menjabarkan dan 
menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang 
terkandung dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha menjabarkan 
makna yang terdapat dalam UU dan KHI tentang Perkawinan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka 
penulis membuat sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap 
bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup 
pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 
pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II berisi tentang gambaran umum tentang pernikahan sirri, 
menjabarkan tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta pengertian nikah sirri. 
Bab III uraian tentang hak-hak anak dan istri, menurut undang-undang 
perkawinan dan hukum islam. 
Bab IV berisi tentang analisis implikasi dari perkawinan sirri dan  
terhadap anak istri serta putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status 
anak hasil nikah sirri. 
Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai 
pernikahan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi 




















1. Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
a. Perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini 
merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 
yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Istilah nikah sirri adalah istilah yang dimunculkan dalam 
konteks pemerintah untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak 
ada bekas-bekas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan 
Agama (KUA). Sedangkan nikah menurut hukum adalah nikah yang 
diatur dalam Undang- Undang Perkawinan.  
Maka dapat dirumuskan, bahwa nikah sirri adalah nikah yang 
dilakukan tidak menurut hokum, dan nikah yang dilakukan tidak 
menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat 
hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.  
b. Kompilasi Hukum Islam  merupakan pedoman khusus bagi umat Islam 
di Indonesia yang mensyaratkan perkawinan itu harus dicatat. 
Pencatatan perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai 
Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Penegasan KHI bisa menjadi pedoman 





dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga tidak 
memenuhi ketertiban pernikahan, serta tidak mempunyai kekuatan 
hukum. Nikah ini meskipun sah secara agama, tetapi menurut 
Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum (KHI Pasal 6 
ayat 2), sehingga tidak dilindungi segala kepentingan dan segala 
konsekuensinya oleh hukum. Nikah sirri atau bawah tangan juga 
sangat riskan terhadap timbulnya mafsadat (kerusakan). 
2. Implikasi perkawinan sirri Terhadap Istri dan Anak 
a. Implikasinya terhadap anak 
Perkawinan sirri sudah terlibat statusnya yaitu terhadap masa 
depan anak tidak jelas dibandingkan dengan masa depan dari 
perkawinan resmi, karena ada beban social dan psikologis yang 
ditanggungnya. Anak akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan 
dan pekerjaan, bila dalam pendidikan dan pekerjaan itu mensyaratkan 
akta pernikahan orang tuanya.  
Anak yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
Bab IX tentang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang 
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah. Sedang dalam KHI pasal 99 menyebutkan anak yang sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 
dan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan 





Jadi status anak yang lahir dari nikah sirri menurut hukum 
positif (Undang-Undang Perkawinan) anaknya tidak sah karena 
nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU 
Perkawinan. Menurut Hukum Islam anak yang lahir dalam nikah sirri 
tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum, 
yaitu anak itu memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang 
menjadi bapak biologisnya dan juga mempunyai hubungan dengan ibu 
dan keluarga ibunya. Menurut hukum positif (UU Perkawinan) tidak 
ada saling mewaris dan tidak berhak atas nafkah, serta tidak dapat 
menjadi wali bagi anaknya. Namun setelah adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak hasil 
nikah sirri dan menyimpulkannya sebagai berikut : 
1) Masing-masing anak yang lahir di luar nikah atau nikah sirri  
mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, 
dan juga dengan ayah biologisnya, selama hal itu bisa dibuktikan 
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya dengan tes 
DNA. 
2) Perkawinan yang sah secara Islam adalah perkawinan yang 
menurut syarat rukun nikah hukum Islam. 
3) Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak yang sah 







b. Implikasinya terhadap istri 
Nikah sirri jelas akan berdampak tentang adanya kerugian dari 
pihak perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang 
melakukan nikah sirri tidak memiliki status hukum yang jelas dalam 
pernikahan tersebut. Karena perkawinan sirri tidak dikenal dan tidak 
diakui dalam hukum Negara, atau tidak mempunyai kekuatan hukum 
(KHI Pasal 6 ayat 2) maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak 
perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh 
Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang 
perkawinannya. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta 
nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan.  
Implikasinya terhadap istri dalam nikah sirri adalah Istri yang 
di nikahi secara sirri tidak di anggap sebagai istri yang sah. Istri tidak 
memperoleh perlindungan hukum bila mana terjadi KDRT. Istri tidak 
berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan Istri dalam 
nikah sirri tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia, 











  Indonesia adalah Negara hukum, alangkah baiknya kita sebagai warga 
Negara Indonesia untuk mematuhi hukum pemerintahan yang berlaku. UU 
No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segala aktifitas 
tentang perkawinan, salah satunya mengenai tentang pencatatan perkawinan. 
Karena pencatatan perkawinan merupakan bukti resmi seseorang telah 
melangsungkan suatu akad perkawinan. Untuk itu seharusnya pemerintah 
memberikan himbaun agar setiap pernikahan wajib di catat di hadapan 
pegawai pencatat nikah. 
Pernikahan sirri tidaklah membawa berkah, melainkan membawa 
kemudharatan kaum perempuan. Hak-hak perempuan yang semestinya di 
kedepankan malah di kesampingkan, serta hak-hak anak yang mestinya 
mendaptakn tubuh kembang dan kelangsungan hidup di abaikan. Untuk itu, 
alangkah baiknya kita sebagai warga Negara yang taat hukum, harus 
senantiasa menjaga dan melindungi wanita agar terhindar dari perkawinan 
sirri. Sebagai gantinya, dalam kasus nikah sirri sebaiknya sisuami atau laki-
laki yang menikahinya secara sirri di denda atau dihukum agar jera. Agar 
suatu saat tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap apa yang semestinya 
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